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PENGANTAR 

 

Segala puji syukur ke hadirat Alllah SWT atas rahmat dan hidayah Nya 

sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pengelolaan Pengaduan 

Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Natuna. 

Laporan ini kami buat untuk sebagai laporan pelaksanaan tugas dan 

tanggungjawab terkait Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik DPMPTSP 

Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 Ayat (2) huruf c 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, 

dan Pasal 58 ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Natuna Nomor 78 Tahun 2024 

tentang Pedoman Pengelolaan Sarana Pengaduan Pelayanan Publik Secara 

Elektronik. 

Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang 

membangun dari semua pihak sanggat kami harapkan demi kesempurnaan 

laporan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna. 

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

     Ranai, 8 Januari 2026 
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PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA 

DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No. 063, Natuna, Kepulauan Riau 29711 
Laman dpmptsp.natunakab.go.id, Pos-el dpmptsp@natunakab.go.id 

 

  

LAPORAN 
TENTANG 

PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
TAHUN 2025  

 
A. PENDAHULUAN. 

1. Umum/Latar belakang. 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) adalah perangkat daerah Kabupaten Natuna yang mempunyai 
tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang Penanaman 
Modal (PM) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP adalah 
pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap 
permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui 
satu pintu. Penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan 
perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 
permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu 
dalam satu pintu dan satu tempat.  

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan 
dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas 
sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam 
kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan  

Salah satu tujuan penyelenggaraan PTSP adalah memberikan akses 
yang lebih luas kepada masyarakat, untuk memperoleh pelayanan prima.  

Sasaran penyelenggaraan PTSP yaitu terwujudnya PTSP yang cepat, 
mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas 
dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan perizinan 
dan non perizinan. 

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, 
DPMPTSP wajib menerapkan manajemen PTSP, salah satu manajemen 
PTSP adalah pengelolaan informasi, pengelolaan informasi wajib dilakukan 
secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat/ pelaku usaha/ Lembaga 
Pemerintah. Salah satu pelaksanaan pengelolaan informasi adalah 
menyediakan informasi terkait pengelolaan pengaduan di DPMPTSP Kab. 
Natuna. 

Laporan pengelolaan pengaduan pelayanan publik adalah laporan yang 
berisi hasil pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang dilakukan oleh 
penyelenggara pelayanan publik. Laporan ini disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja. 
 

2. Dasar hukum. 
1) Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 

Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan 
Singingi dan Kota Batam, dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2008 
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tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten 
Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam. 

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
6) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik. 
7) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perizinan Berusaha Di Daerah. 
8) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 
9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah. 
10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan 
Pelayanan Publik Nasional. 

11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 

12) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 
tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan 
Birokrasi. 

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintahan Daerah. 

14) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

15) Peraturan Bupati Natuna Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik. 

16) Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pemerintah Kabupaten Natuna. 

17) Peraturan Bupati Natuna Nomor 78 Tahun 2024 tentang Pedoman 
Pengelolaan Sarana Pengaduan Pelayanan Publik Secara Elektronik. 

18) Peraturan Bupati Natuna Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pendelegasian 
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada 
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kabupaten Natuna. 

19) Keputusan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2-337 Tahun 2025 tentang 
Perubahan Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2-289 Tahun 
2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Perangkat Daerah 
Dilingkungan Pemerintah Daerah Periode Tahun 2025 Sampai Dengan 
2030 

20) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Natuna Nomor 01 Tahun 2025 tentang Tim Kerja  
DPMPTSP Kabupaten Natuna Tahun 2025 
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21) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Natuna Nomor 02 Tahun 2025 tentang Uraian Tugas Tim 
Kerja  DPMPTSP Kabupaten Natuna Tahun 2025. 

22) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2025 tentang Unit Pengaduan 
Pelayanan Publik  DPMPTSP Kabupaten. 

23) Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu Kabupaten Natuna Nomor 24 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola 
Unit Pengaduan Pelayanan Publik  DPMPTSP Kabupaten. 

24) Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Natuna Nomor 44 Tahun 2025 
tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. 

25) Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Natuna Nomor 57 Tahun 2025 
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan Nonperizinan. 
 

3. Maksud dan tujuan. 
1) Maksud. 

Maksud laporan pengelolaan pengaduan adalah untuk menyediakan 
informasi terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Natuna. 

2) Tujuan. 
Tujuan laporan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 
Natuna: 
a. Sebagai pertanggungjawaban pengelola pelayanan publik 
b. Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dan perbaikan 

pelayanan publik. 
c. Sebagai pedoman kebijakan, program, dan strategi. 

 

B. KEGIATAN / RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADUAN. 
Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan Pengadu 

kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang 
tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau 
pelanggaran larangan oleh penyelenggara. 

Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai 
dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan. 

Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik 
orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan 
pengaduan kepada Pengelola Pengaduan. 

Petugas Pelayanan Pengaduan adalah pegawai dan petugas yang 
ditunjuk, yang berkerja atau bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian 
Pengelolaan Pengaduan. 

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 Ayat (2) huruf c Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan Di 
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan Pasal 58 
ayat (2) huruf c Peraturan Bupati Natuna Nomor 78 Tahun 2024 tentang 
Pedoman Pengelolaan Sarana Pengaduan Pelayanan Publik Secara Elektronik, 
menyatakan bahwa sistematika laporan pengaduan paling sedikit memuat 
Rencana Kegiatan Pengelolaan Pengaduan. 

Rencana Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik DPMPTSP 
Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut: 
1. Pencatatan. 

1) Pencatatan pengaduan masyarakat dilakukan oleh petugas layanan 
pengaduan dan/atau melalui aplikasi pengaduan pelayanan publik. 
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2) Pencatatan pengaduan masyarakat menggunakan Formulir Pengaduan 
Pelayanan Publik. 

3) Pengadu menerima Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan Pelayanan Publik 
dari Petugas Pencatatan. 

 

2. Penalaahan. 
1) Penelaahan terhadap pencatatan pengaduan dilakukan oleh Penelaah 

dalam bentuk telaah staf, guna mengidentifikasi permasalahan, kejelasan 
informasi, kadar pengawasan, serta langkah-langkah penanganannya. 

2) Penelaah dilakukan dengan: 
a. Merumuskan inti masalah yang diadukan. 
b. Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan. 
c. Meneliti dokumen dan/atau informasi yang diterima. 
d. Melengkapi data/informasi yang diperlukan. 

 

3. Penyaluran. 
1) Pengaduan yang telah ditelaah oleh Penelaah diteruskan/disalurkan ke 

Pegawai DPMPTSP dan/atau kepada OPD teknis untuk mendapat 
tanggapan/kalrifikasi dari Pegawai DPMPTSP dan/atau OPD teknis, 
setelah mendapatkan disposisi dari Kepala DPMPTSP Kab. Natuna. 

2) Penyaluran pengaduan kepada pegawai DPMPTSP dalam bentuk surat 
nota dinas dan/atau surat dinas. 

3) Apabila terjadi kesalahan penyaluran dan/atau lampiran surat penyaluran 
yang tidak sesuai, maka Pegawai DPMPTSP/OPD teknis wajib segera 
mengembalikan keseluruhan berkas penyaluran kepada Unit Pengaduan 
Pelayanan Publik DPMPTSP Kab. Natuna. 
 

4. Tanggapan/penanganan. 
1) Tanggapan/penanganan terhadap pengaduan yang diterima dari 

masyarakat diselesaikan melalui pembuktian lebih lanjut melalui klarifikasi, 
konfirmasi, audit atau prosedur lainnya yang dipandang perlu seuai dengan 
peraturan yang berlaku. 

2) Tanggapan/penanganan dilakukan sebagai berikut: 
a. Meminta data/bukti dan penjelasan baik secara lisan maupun tertulis 

kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan pengaduan. 
b. Melakukan penilaian terhadap permasalahan yang diadukan dengan 

mengacu pada ketentuan yang berlaku. 
c. Memberikan tanggapan/penanganan sesuai dengan standar pelayanan 

dan ketentuan yang berlaku. 
d. Menyusun laporan penanganan pengaduan. 

3) Tanggapan/penanganan pengaduan dalam bentuk Laporan Penangan 
Pengaduan disalurkan/ diteruskan kepada petugas pencatat untuk 
disampaikan kepada pengadu. 
 

5. Pengarsipan. 
1) Pengarsipan Laporan penanganan pengaduan masyarakat disimpan pada 

tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, serta urutan 
waktu pengaduan sesuai dengan tatacara pengarsipan yang berlaku. 

2) Arsip-arsip pengaduan berkadar pengawasan dan bersifat rahasia agar 
disimpan dengan aman dan hati-hati. 

3) Terhadap permintaan informasi tentang pengaduan yang diajukan oleh 
masyarakat dapat diberikan kecuali informasi yang dirahasiakan menurut 
Peraturan Perundang-undangan. 
 
 



5 

 

6. Penyampaian Tanggapan/Penanganan Pengaduan. 
Penyampaian Tanggapan/Penanganan pengaduan kepada Pengadu 
dilakukan oleh Petugas Pencatat. Petugas Pencatat mendokumentasikan 
bukti penyampaian tanggapan/penanganan pengaduan untuk sebagai bukti 
bahwa tanggapan/penanganan pengaduan sudah disampaikan. 
 

Dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan pengaduan pelayanan publik 
berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan serta 
berpedoman pada Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pengaduan dan 
Standar Pelayanan (SP) Pengaduan terlampir pada lampiran 1 laporan ini. 

Waktu pengelolaan pengaduan pelayanan publik DPMPTSP Kabupten 
Natuna berdasarkan SOP dan SP pengaduan adalah selama 14 (empat belas) 
hari kerja. 
 

C. HASIL YANG DICAPAI. 
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 Ayat (2) huruf a dan huruf b 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan 
Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, 
dan Pasal 58 ayat (2) huruf a dan huruf b Peraturan Bupati Natuna Nomor 78 
Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Sarana Pengaduan Pelayanan 
Publik Secara Elektronik, menyatakan bahwa sistematika laporan pengaduan 
paling sedikit memuat: 
1. Rekapitulasi pengaduan memuat materi dan kategori pengaduan; 
2. Kinerja Pengelolaan Pengaduan memuat persentase penyelenggaraan 

pengaduan, rata-rata waktu tindak lanjut pengaduan, dan kualitas tindak 
lanjut pengaduan. 

Sehubungan dengan ketentuan diatas, maka bersama disampaikan hasil 
pengelolaan pengaduan pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Natuna: 
1. Materi Pegaduan. 

Materi pengaduan adalah hal-hal yang disampaikan dalam pengaduan, 
seperti keluhan, saran, kritik, atau informasi terkait pelanggaran.  

Rekapitulasi pengaduan di lihat dari Materi Pengaduan Tahun 2025 
terlampir pada lampiran 2 laporan ini.  

Jumlah pengaduan dilkhat dari Materi Pengaduan Tahun 2025 dapat 
dilihat pada gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Grafik Jumlah Pengaduan Dilihat dari Materi Pengaduan  

Tahun 2025 
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2. Kategori Pengaduan. 
Kategori pengaduan dapat dibedakan berdasarkan jenis pengaduan, 

tingkat keparahan, dan jenis pelanggaran:  
1) Jenis Pengaduan: 

a. Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan meliputi: 
a) Keluhan atas ketidaksesuaian pelayanan dengan standar pelayanan 

publik. 
b) Kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. 
c) Saran perbaikan kebijakan pelayanan publik. 

b. Pengaduan Berkadar Pengawasan meliputi: 
a) Penyalahgunaan jabatan/wewenang. 
b) Pelanggaran administrasi. 
c) Korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
d) Pelanggaran disiplin pegawai. 
e) Pelanggaran terhadap kegiatan usaha. 

 

Pengawasan adalah proses mengamati dan menilai atau upaya untuk 
memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelaksanaan 
kegiatan yang dilakukan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh objek 
pengawasan. 

Rekapitulasi pengaduan dilihat dari Jenis Pengaduan Tahun 2025 
terlampir pada lampiran 3 laporan ini. 

Jumlah pengaduan dilihat dari Jenis Pengaduan Tahun 2025 dapat 
dilihat pada gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Grafik Jumlah Pengaduan Dilihat dari Jenis Pengaduan  

Tahun 2025. 
 

2) Tingkat Keparahan: 
Tingkat keparahan pengaduan terdiri dari 3 (tiga) kategori yaitu: 

a. Kategori ringan, berupa pengaduan terkait pelanggaran administrasi dan 
prosedur. 

b. Kategori sedang, berupa pengaduan terkait pelanggaran yang salah 
sasaran. 

c. Kategori berat, berupa pengaduan terkait pelanggaran, penyimpangan, 
atau penyelewengan dana. 

Rekapitulasi pengaduan dilihat dari Tingkat Keparahan Pengaduan 
Tahun 2025 terlampir pada lampiran 4 laporan ini. 
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Jumlah pengaduan dilihat dari Tingkat Keparahan Pengaduan 
Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Grafik Jumlah Pengaduan Dilihat dari Tingkat Keparahan 

Pengaduan Tahun 2025 
 
 

3) Jenis-Jenis Pelanggaran. 
Jenis-jenis pelanggaran yang tergolong dalam pengaduan pelayanan 

publik DPMPTSP Kabupaten Natuna yaitu: 
a. Pelanggaran Kode Etik. 
b. Penyalahgunaan wewenang/jabatan. 
c. Pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS. 
d. Perbuatan tercela. 
e. Mal Administrasi. 
f. Pelayanan publik yang tidak memuaskan. 
g. Pelanggaran Kegiatan Berusaha. 

Pelanggaran adalah tindakan yang melanggar hukum atau peraturan 
yang berlaku. Pelanggaran dapat berupa perbuatan atau kelalaian yang 
merugikan orang lain.  

Rekapitulasi pengaduan dilihat dari Jenis-jenis Pelanggaran Tahun 
2025 terlampir pada lampiran 5 laporan ini. 

Jumlah pengaduan dilihat dari Jenis-Jenis Pelanggaran Tahun 2025 
dapat dilihat pada gambar 4. 
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Gambar 4. Grafik Jumlah Pengaduan Dilihat dari Jenis-Jenis Pelanggaran 

Tahun 2025 
 
 

3. Kinerja Pengelolaan Pengaduan. 
Kinerja pengelolaan pengaduan memuat persentase penyelesaian 

pengaduan, rata-rata waktu tindak lanjut pengaduan, dan kualitas tindak 
lanjut pengaduan. 
 
1) Persentase Penyelesaian Pengaduan. 

Persentase penyelesaian pengaduan disampaikan secara akumulasi 
dari awal tahun sampai dengan akhir tahun, persentase penyelesaian 
pengaduan Tahun 2025 sebesar 100%, Rekapitulasi Persentase 
Penyelesaian Pengaduan terlampir pada lampiran 6 laporan ini. 

 
2) Rata-Rata Waktu Tindak Lanjut Pengaduan. 

Rata-Rata Waktu Tindak Lanjut Pengaduan berdasarkan 
pengelolaan pengaduan pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Natuna 
Tahun 2025 adalah 7 hari 90 menit, Rekapitulasi Waktu Tindak Lanjut 
Pengaduan terlampir pada lampiran 7 laporan ini 

 

3) Kualitas Tindak Lanjut Pengaduan. 
Kualitas Tindak Lanjut Pengaduan yang baik adalah ketika 

pengaduan ditangani dengan baik dan tuntas. Kualitas Tindak Lanjut 
Pengaduan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 5. 
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Tabel 1. Kualitas Tindak Lanjut Pengaduan 
Tahun 2025 

 

No 
Nomor & Tanggal 

Pengaduan 

Tanggal 
Penyampaian 
Tanggapan/ 
Penanganan 
Pengaduan 

Kepada Pengadu 

Kualitas Tindak 
Lanjut Pengaduan 

Keterangan 
Baik & 
Tuntas 

Tidak 
Baik & 
Belum 
Tuntas 

1 ▪ 01/DPMPTSP-
Pengaduan/I/2025 

▪ 24-1-2025 
 

13-2-2025 Baik & 
Tuntas 

- selesai 

2 ▪ 16 Juli 2025 27 Juli 2025 Baik & 
Tuntas 

 

- selesai 

 
 
 

 
Gambar 5. Grafik Kualitas Tindak Lanjut Pengaduan 

Tahun 2025 
 
 

4. Rekapitulasi Pengaduan. 

1) Rekapitulasi Pengaduan Melalui Sarana dan Prasarana Pengaduan. 
Rekapitulasi pengaduan melalui sarana dan prasarana pengelolaan 

pengaduan pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Natuna Tahun 2025 
terlampir pada lampiran 8 laporan ini. 

Jumlah pengaduan melalui sarana dan prasarana pengaduan Tahun 
2025 dapat diihat pada gambar 6. 
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Gambar 6. Grafik Jumlah Pengaduan Melalui Sarana & Prasarana  

Tahun 2025 
 

2) Rekapitulasi Pengelolaan Pengaduan. 
Rekapitulasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik DPMPTSP 

Kabupaten Natuna Tahun 2025 terlampir pada lampiran 9 laporan ini.  
3) Rekapitulasi Penanganan Pengaduan. 

Rekapitulasi penanganan pengaduan pelayanan publik DPMPTSP 
Kabupaten Natuna Tahun 2025 terlampir pada lampiran 10 laporan ini.  

 

D. KESIMPULAN DAN SARAN. 
1. Kesimpulan. 

Dari hasil pengelolaan pengaduan pelayanan publik DPMPTSP 
Kabupaten Natuna Tahun 2025 terdapat 2 (dua) pengaduan dan telah 
ditindak lanjuti dengan Baik dan Tuntas. 

 

2. Saran. 
Pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelayanan publik DPMPTSP 

Kabupaten Natuna diharapkan dapat terus dilaksanakan dengan baik dan 
dapat ditingkatkan lagi dalam penyelesaian pengaduan, serta perlu terus 
dilakukan sosialisasi dan infomasi kepada masyarakat atau pelaku usaha 
terkait sarana dan prasarana pengaduan pelayanan publik DPMPTSP 
Kabupaten Natuna. 
 

E. PENUTUP. 
Laporan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten 

Natuna Tahun 2025 disusun dengan harapan mampu memenuhi fungsinya 
sebagai sarana akuntabilitas sesuai amanah yang telah diemban, dan menjadi 
saran dan umpan balik untuk peningkatan kinerja dan perbaikan pengelolaan 
pengaduan pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Natuna.  

 

Dibuat di Ranai 
Pada tanggal 8 Januari 2026 
 

 
 



 
 

 

 

LAMPIRAN I 

1. Keputusan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2-337 Tahun 2025 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2-289 

Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Perangkat 

Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Periode Tahun 2025 

Sampai Dengan 2030. 

 

2. Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Natuna Nomor 57 Tahun 

2025 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perizinan dan 

Nonperizinan. 

 

3. Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Natuna Nomor 44 Tahun 

2025 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. 



















































I II III IV

1 Keluhan 0 0 1 0 1

2 Saran 0 0 0 0 0

3 Kritik 0 0 0 0 0

4 Informasi Terkait Pelanggaran 1 0 0 0 1

1 0 1 0 2

Ranai, 8 Januari 2026

Jumlah Semester 1 1

Jumlah Pertahun 2

Jumlah Triwulan

Lampiran 2

REKAPITULASI JUMLAH PENGADUAN DILIHAT DARI MATERI PENGADUAN

TAHUN 2025

NO. MATERI PEGADUAN
TRIWULAN

JUMLAH 

S.D 

TRIWULAN 

INI



I II III IV

1 Pengaduan Tidak Berkadar Pengawasan 0 0 1 0 1

1.1
Keluhan atas ketidaksesuaian pelayanan dengan standar 

pelayanan publik
0 0 0 0 0

1.2
Kritik yang konstruktif terhadap penyelenggaraan pelayanan 

publik
0 0 1 0 1

1.3 Saran perbaikan kebijakan pelayanan publik 0 0 0 0 0

2 Pengaduan Berkadar Pengawasan 1 0 0 0 1

2.1 Penyalahgunaan jabatan/wewenang 0 0 0 0 0

2.2 Pelanggaran administrasi 0 0 0 0 0

2.3 Korupsi, kolusi, dan nepotisme 0 0 0 0 0

2.4 Pelanggaran disiplin pegawai 0 0 0 0 0

2.5 Pelanggaran terhadap kegiatan usaha 1 0 0 0 1

1 0 1 0 2

Ranai, 8 Januari 2026

Jumlah Semester 1 1

Jumlah Pertahun 2

Jumlah Triwulan

Lampiran 3

REKAPITULASI JUMLAH PENGADUAN DILIHAT DARI JENIS PEGADUAN

TAHUN 2025

NO. JENIS PEGADUAN
TRIWULAN

JUMLAH 

S.D 

TRIWULA

N INI



I II III IV

1 Kategori Ringan 0 0 1 0 1

2 Kategori Sedang 0 0 0 0 0

4 Kategori Berat 1 0 0 0 1

1 0 1 0 2

Ranai, 8 Januari 2026

1

Jumlah Pertahun 2

Lampiran 4

REKAPITULASI JUMLAH PENGADUAN 

TAHUN 2025

NO. TINGKAT KEPARAHAN PEGADUAN
TRIWULAN

JUMLAH 

S.D 

TRIWULAN 

INI

Jumlah Triwulan

Jumlah Semester 1

 DILIHAT DARI TINGKAT KEPARAHAN PEGADUAN



I II III IV

1 Pelanggaran Kode Etik 0 0 0 0 0

2 Penyalahgunaan wewenang/jabatan 0 0 0 0 0

3 Pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS 0 0 0 0 0

4 Perbuatan tercela 0 0 0 0 0

5 Mal Administrasi 0 0 0 0 0

6 Pelayanan publik yang tidak memuaskan 0 0 0 0 0

7 Pelanggaran Kegiatan Berusaha 1 0 1 0 2

1 0 1 0 2

Ranai, 8 Januari 2026

Lampiran 5

REKAPITULASI JUMLAH PENGADUAN DILIHAT DARI JENIS-JENIS PELANGGARAN

TAHUN 2025

NO. JENIS-JENIS PELANGGARAN
TRIWULAN

JUMLAH 

S.D 

TRIWULAN 

INI

Jumlah Triwulan

Jumlah Semester 1 1

Jumlah Pertahun 2



Lampiran 6

Jumlah pangaduan 

masyarakat yang harus 

ditindaklanjuti

%

Jumlah pangaduan 

masyarakat yang sedang 

ditindaklanjuti

%

Jumlah pangaduan 

masyarakat yang 

selesai ditindaklanjuti

%

1 2 3=(2/1)x100 4 5=(4/1)x100 6 7=(6/1)x100 8=(6/1)x100

2 0 0 0 0 2 100 100

Ranai, 8 Januari 2026

REKAPITULASI PERSENTASE PENYELESAIAN PENGADUAN TAHUN 2025

Ditindaklanjuti Sedang Ditindaklanjuti Selesai Ditindaklanjuti

Pengaduan

Tingkat 

penyelesaian 

pengaduan (%)



NO & TGL 

PENGADUAN

NO & TGL 

TANDA 

BUKTI 

PENERIMAA

N 

PENGADUAN

WAKTU 

PENYELESIA

N

NO & TGL TELAAH 

STAF

WAKTU 

PENYELESIA

N

NO & TGL 

SURAT NOTA 

DINAS/ SURAT 

DINAS

WAKTU 

PENYELESIA

N

NO & TGL 

LAPORAN 

PENANGANAN 

PENGADUAN

WAKTU 

PENYELESIA

N

TGL 

PENYAMPAIAN 

TANGGAPAN/ 

PENANGANAN 

PENGADUAN 

KEPADA 

PENGADU

WAKTU 

PENYAMPAIA

N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14=5+7+9+11+1

3
I JANUARI

No. 01/DPMPTSP-

Pengaduan/I/2025
-

No. 

700.1.2.4/01/DPMPT

SP-

tgl. 24-1-2025 tgl. 24-1-2025 tgl. 30-1-2025

II FEBRUARI

No. 

700.1.2.4/49/DPM

PTSP-UP4/II/2025

No. 

500.16.6.5/65/DPM

PTSP-UP3/II/2025

-

tgl. 3-2-2025 tgl. 12-2-2025 tgl. 13-2-2025

III MARET 0 nihil 0 nihil 0 nihil 0 nihil 0 0

IV APRIL 0 nihil 0 nihil 0 nihil 0 nihil 0 0

V MEI 0 nihil 0 nihil 0 nihil 0 nihil 0 0

VI JUNI 0 nihil 0 nihil 0 nihil 0 nihil 0 0

VII JULI

No.700.1.2.4/154/

DPMPTSPUP3/

VII/2025

tgl. 21-7-2025

VIII AGUSTUS 0 nihil 0 nihil 0 nihil 0 nihil 0 0

IX SEPTEMBER 0 nihil 0 nihil 0 nihil 0 nihil 0 0

X OKTOBER

XI NOVEMBER

XII DESEMBER

JUMLAH 14 hari 180 menit

7 hari 90 menit

catatan: Ranai, 8 Januari 2026

- Waktu penanganan pengaduan / tindak lanjut pengaduan adalah 14 hari kerja

- 1 hari kerja = 8 jam atau 480 menit

- Jumlah Rata-rata Waktu Tindak Lanjut =Jumlah Waktu Penyelesaian Pengaduan Dibagi Jumlah Pengaduan

nihil

Rata-rata waktu tindak lanjut pengaduan 

WAKTU 

PENYELESAIAN 

PENGELOLAAN 

PENGADUAN

NO.

Limbah Hotel Putra Pulau berserakan di tanah 

tetangga mengakibatkan bau tidak sedap dan banjir, 

lokasi hotel di jalan air lebai Kelurahan Ranai

I.1 150 menit 1 hari

KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADUAN

Limbah Hotel Putra Pulau berserakan di tanah 

tetangga mengakibatkan bau tidak sedap dan banjir, 

lokasi hotel di jalan air lebai Kelurahan Ranai

2 hari 7 hari

PENGADUAN

PENCATATAN PENELAAHAN

nihil

Lampiran 7.

1 hari, 150 menitdalam proses dalam proses dalam proses

REKAPITULASI WAKTU TINDAK LANJUT PENGADUAN 

TAHUN 2025

PENYALURAN TANGGAPAN/ PENANGANAN PENYAMPAIAN

nihil

30 menitII.1 9 hari, 30 menitnihil 0 nihil 0

nihil

nihil

nihil

Apakah PT Tambang Berkah Abadi yang ada di Desa

Teluk Buton Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten

Natuna Provinsi Kepulauan Riau sudah memiliki izin

penambangan? Karna kami melihat sudah ada

aktivitas disana dengan banyaknya alat berat dan

pembersihan lahan serta adanya ganti rugi lahan 

warga

tgl.16-7-2025 2 hari tgl. 21-7-2025 1 hari 4 hariVII.1 1 hari - - - -



I II III IV

1 Tempat/Ruang Pengaduan 1 0 0 0 1

2 Kotak Pengaduan 0 0 0 0 0

3 Aplikasi SP4N-LAPOR 0 0 1 0 1

4 QR / bit.ly/PENGADUAN_DPMPTSP_NATUNA 0 0 0 0 0

5 Website : www.dpmptsp.natunakab.go.id 0 0 0 0 0

6 Email : dpmptsp@natunakab.go.id 0 0 0 0 0

7 Telepon/SMS/WA: 0812 5600 1969 0 0 0 0 0

1 0 1 0 2

Ranai, 8 Januari 2026

Jumlah Triwulan

Lampiran 8

REKAPITULASI JUMLAH PENGADUAN 

TAHUN 2025

NO. SARANA DAN PRASARANA PEGADUAN
TRIWULAN

JUMLAH 

S.D 

TRIWULAN 

INI

MELALUI SARANA DAN PRASARANA PENGADUAN

Jumlah Semester 1 1

Jumlah Pertahun 2



PENELAAHAN PENYALURAN TANGGAPAN/ PENANGANAN PENYAMPAIAN PENGADUAN

FORMULIR PENGADUAN

TANDA BUKTI 

PENERIMAAN 

PENGADUAN

TELAAH STAF SURAT NOTA DINAS/ SURAT DINAS
 LAPORAN PENANGANAN 

PENGADUAN

TANGGAPAN/ PENANGANAN 

PENGADUAN DISAMPAIKAN 

KEPADA PENGADU

1 3 4 5 6 7 8

1.

Pengaduan atas nama ZUL ARSYA PUJANA No. 

01/DPMPTSP-Pengaduan/I/2025, tgl. 24-1-2025, terkait 

Limbah Hotel Putra Pulau berserakan di tanah tetangga, 

mengakibatkan bau tidak sedap dan banjir, lokasi hotel di 

jalan air lebai Kelurahan Ranai

Tanda Bukti Penerimaan 

Pengaduan disampaikan 

kepada Pengadu pada tgl. 

24-1-2025

Telaahan Staf Ketua Unit Pengaduan untuk 

Kepala DPMPTSP, No. 700.1.2.4/01/DPMPTSP-

PENGADUAN/I/2025, tgl 30-1-2025, terkait 

pengaduan No. 01/DPMPTSP-Pengaduan/I/2025, 

tgl. 24-1-2025

Surat Nota Dinas Kepala DPMPTSP untuk  Ketua 

Tim Pengendalian dan Ketua Unit Pengaduan, No. 

700.1.2.4/49/DPMPTSP-UP4/II/2025, tgl. 3-2-2025, 

untuk melaksanakan pengawasan eksidentil 

bersama OPD Teknis 

Telaah Staf Ketua Tim Pengendalian, 

No. 500.16.6.5/65/DPMPTSP-

UP3/II/2025, tgl. 12-2-2025 dan BAP 

pengawaan kelapangan No. 

06/BAP/II/2025, tgl 11-2-2025

tgl. 13-2-2025 

tanggapan/penanganan 

pengaduan disampaikan kepada 

Pengadu melalui nomor WA 

Pengadu

1 NIHIL

1

Pengaduan melalui SP4N-LAPOR terkait: Apakah PT 

Tambang Berkah Abadi yang ada di Desa Teluk Buton 

Kecamatan Bunguran Utara Kabupaten Natuna Provinsi 

Kepulauan Riau sudah memiliki izin penambangan? 

Karna kami melihat sudah ada aktivitas disana dengan 

banyaknya alat berat dan pembersihan lahan serta 

adanya ganti rugi lahan warga

tanda bukti pengaduan di 

SP4N-Lapor tanggal 

16/07/2025

- -

Surat Kepala DPMPTSP, 

No.700.1.2.4/154/DPMPTSP/UP3/VII/202

5, tanggal 21-7-2025, hal: Laporan 

Penanganan Pengaduan

bukti pengaduan sudah 

ditindaklanjuti di SP4N-Lapor 

tanggal 21-7-2025

1 NIHIL

Ranai, 8 Januari 2026

Lampiran 9

NO.
PENCATATAN

KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADUAN

REKAPITULASI PENGELOLAAN PENGADUAN 

TRIWULAN IV

TRIWULAN III

TRIWULAN I

TRIWULAN II

TAHUN 2025



NO. PELAPOR PENGADUAN
NO & TGL 

PENGADUAN
TERLAPOR

JENIS 

PENGADUAN

STATUS 

PENYELESAIAN

1 2 3 4 5 8

1 ZUL'ARSYA PUJANA No. 01/DPMPTSP-

Pengaduan/I/2025, 

tgl. 24-1-2025

Hotel Putra 

Pulau di jalan air 

lebai Kelurahan 

Ranai

1. Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Kab. Natuna

1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan 

OPD terkait yaitu Dinas Pariwisata dan 

Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 10-2-

2025

2. Dinas Pariwisata Kab. 

Natuna

2.
Pemeriksaan lapangan bersama dengan 

Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan 

Hidup pada tanggal 11-2-2025

3. Dinas Lingkungan 

Hidup Kab. Natuna

3.
Pelaku Usaha harus menyesuaikan data 

perizinan berusaha dalam sistem OSS-RBA

4. Pelaku Usaha harus mengelola sampah dan 

limbah pembuangan air dengan baik, agar 

tidak terjadi pencemaran lingkungan

5. Apabila Pelaku Usaha tidak memperhatikan 

keamanan dan keselamatan lingkungan 

sekitar, maka akan diberikan sanksi sesuai 

peraturan yang berlaku

6. Hasil penanganan pengaduan telah 

disampaikan kepada Pengadu pada tanggal 

13 Februari 2025

1 NIHIL - - - - - -

Lampiran 10

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN

TAHUN 2025

7

OPD TERKAIT 

MENINDAKLANJUTI

6

TRIWULAN II

TINDAK LANJUT PENGADUAN

Penanganan 

Selesai / Sudah 

ditindaklanjuti

Limbah Hotel Putra 

Pulau berserakan di 

tanah tetangga 

mengakibatkan bau 

tidak sedap dan 

banjir

TRIWULAN I



1 Masyarakat Tgl. 16-7-2025

melalui SP4N 

Lapor

PT Tambang

Berkah Abadi

Apakah PT

Tambang Berkah

Abadi yang ada di

Desa Teluk Buton

Kecamatan

Bunguran Utara

Kabupaten Natuna

Provinsi Kepulauan

Riau sudah memiliki

izin penambangan?

Karna kami melihat

sudah ada aktivitas

disana dengan

banyaknya alat 

berat

dan pembersihan

lahan serta adanya

ganti rugi lahan

warga.

1. Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Kab. Natuna

1. surat Kepala DPMPTSP

No.700.1.2.4/154/DPMPTSP-UP3/VII/2025

tgl 21 Juli 2025 hal laporan penanganan

pengaduan

Penanganan

Selesai / Sudah

ditindaklanjuti

1 NIHIL - - - - - -

Ranai, 8 Januari 2026

TRIWULAN IV

TRIWULAN III



 
 

 

 

LAMPIRAN 11 

 

Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Natuna 

Nomor 23 Tahun 2025 

Tentang 

Unit Pengaduan Pelayanan Publik DPMPTSP Kab.Natuna 



























 
 

 

 

LAMPIRAN 12 

 

Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Natuna 

Nomor 24 Tahun 2025 

Tentang  

Tim Pengelola Unit Pengaduan Pelayanan Publik DPMPTSP Kab. Natuna 















 
 

 

 

LAMPIRAN 13 

 

Keputusan Kepala DPMPTSP Kab. Natuna 

Nomor 25 Tahun 2025  

Tentang 

Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 

DPMPTSP Kab. Natuna 











PENGADUAN !!! 
DPMPTSP KABUPATEN NATUNA 

 

 
 

PINDAI QR DIATAS ATAU KUNJUNGI LINK DIBAWAH 

 

bit.ly/PENGADUAN_DPMPTSP_NATUNA 
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